PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-2Z8 /PJ/2009

TENTANG

PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71
TAHLIM 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAHM
MNOMOR 48 TAHUN 1984 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS

FEMGHASILAN DARI FENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAL BANGUNAN

Manimbang:

Mengingat:

Menstapkan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak
mengenai pelaksanaan ketentuan peralihan FPeraturan Pemerintah Momor 71
Tahun 2008 tentang Perubshan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomaor
48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Panghasilan atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak atas Tanzsh dan/atau Bangunan, perlu menetapkan
Peraturan Direkiur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Ketantuan Peralihan
Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Keliga
atas Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 1984 tentang Pembayaran
Fajak Penghasilan atas Penghasilan dar Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan;

1. Undang-Undang Momor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1983 Momaor 48, Tambahan Lembaran Megara Hepublik Indonesia Momar
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2002 {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Momor 62);

2. Undang-Undang MNomor 7 Tshun 1383 fentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Megara HRepublik Indonesia MNomor  3263)
sebagaimana telah beberapa kali divbah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 36 Tahun 2008 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 20083 Momor 133, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momar 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalinan Hak atas Tanah danfatau
Bangunan (Lembaran Megara Rapublik Indonesia Tahun 1994 Momaor 77,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomor 3580}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 71 Tahun 2008 (Lembaran Megara PRepublik
Indonesia Tahun 2008 Momor 164, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Momor 4914);

4, Keputusan Menteri Keuangan Momor 835/KMK.04/1994  lentang
Polaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah danjatay Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Momaor 243/PMK.03/2008;

MEMUTUSKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN
KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH MNOMOR 71
TAHUN 2008 TENTAMNG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
FEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1984 TEMTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAM HAK ATAS
TAMNAH DANATAL BANGUNAN.



(1)

(2}

(1)

(2)
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Pasal 1

Wajib Pajak badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
yang:

a. melakukan pengalihan hsk atzs tanzh danfztau bangunan
sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan atas pangalihan nak lerssbut
belum dibuatkan akla, keputusan, perjanjian, kesspakatan, atau
risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan

0. penghasilan atas pangalihan hak sebagaimana dimaksud pada
hurut a telah dilaporkan dalam Surat Pembearitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan gan Pajak
Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi,

pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah MNomer 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
danfalau Bangunan sebagaimana tefah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraluran Pemerintah MNomor 79 Tahun 1852 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Momor 48 Tahun 1994
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

Atas penghasilan dari pengalinan hak atas tansh dan/atau bangunan
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketzntuan Peraturan
FPemerintah Momor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Feraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1924 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas
pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Fasal 2

FPermohonan untuk memperaleh surat keterangan bebas pembayaran
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 1 ayat (2) diajukan secara tertulis aleh Wajib Pajak badan yang
melakukan pangalihan hak atas tanah danfatau bangunan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak badan yang bersangkutan
terdaftar dengan format sesuai Lampiran | yang tidak terpisahkan dari
Paraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

FParmohonan untuk memperaleh surat keterangan bebas pembayaran
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilampiri dengan daftar tanah dan/atau bangunan yang
penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan  dalam  Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan formatl sesuai
Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direkiur Jenderal
Pajak ini.

Pasal 3

Atas permohonan surat keterangan bebas pembayaran Pajak
Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak  harus  membsarikan
keputesan dalam jangka waktu paling lama 10 {sepuluh) harn kerja
sejak tanggal surat permohonan surat ketarangan bebas pembayaran
Pajak Panghasilan yang hersifat final diterima =secara lengkap.



(2]  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Kantar Pelayanan Pajak tidak memberkan keputusan,
permohonan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dianggap
dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Fajak harus menerbitkan
surat keterangan bebas pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat
final paling lama 3 {tiga) harl kerja terhitung sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada avat (1) berakhir,

Pasal 4

(1) Dalam hal permohonan surat keterangan bebas pembayaran Pajak
Penghasilan yang bearsifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayal (1) diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan
sural keterangan bebas pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat
final dengan format sesuai lampiran |l yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2] Dalam hal permohonan surat ketsrangan bebas pembayaran Pajak
Fenghasilan yang hersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {1} ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus manyampaikan
pemberitahuan penclakan kepada Wajib Pajak dengan format sssuai
lampiran |V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
FPajak ini.

Pasal 5

Dalam hal ditemukan data atau keterangan lain yang menunjukan
ketidakbenaran data yang disampaikan ocieh Wajib Pajak, surat keterangan
bebas pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang telah
diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan Pajak Penghasilan ditagih kembali
berikut sanksi sesuai dangan ketentuan Undang-Undang Momor & Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tangga! ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Magara
Republik Indonesia.,

Ditetapkan di Jakarta

OIRERT g
JENDER, £

P
I MASUTION



LAMPIRAM |
FERATURAN OIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PERZE /PJ/2000 TENTAMG PELAKSANAAN KETENTUAMN
PEAALIHAN PERATURAN PEMERINTAH MNOMOR 71
TAHUN 2008 TENTAMG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAM PEMERINTAH MOMOR 48 TAHUN 1934
TEMTAMG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAM ATAS
PEMGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DARNATAL BANGURNAN

Mamar

Lampiran :

Perihal @ Permohonan Surat Katerangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan vang
Bersifat Final atas Panghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan

Yth, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ/2008
tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kestiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1934 Tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
danfatau Bangunan, dengan ini :

Wajib Pajak e T SV B e e
MNPWF ;
Alamat

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak
Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan sesuai dengan daftar tanah dan/atau bangunan sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat permohonan ini dengan alasan penghasilan atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak .......

Damikian permonanan ini kami sampaikan,

Pamohon

{Mama Jalas)
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LAMPIRAM (11
PERATURAN DIREKTUR JEWNDERAL PAIAK NOMOR
PER-2 g/PJ/2003 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN
PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH MNOMOR 71
TAHUN 2008 TENTANG FERUBAHAM KETIGA ATAS
PERATUAAN PEMERINTAH MNOMOR 48 TAHUN 1904
TEMTAMG PEMBAYARAN PAJAK PEMNGHASILAM ATAS
PEMGHASILAN DAR| PEMGALIHAN HAK ATAS TANAH
DANATAU BANGUNAN

DERPARTEMEN KELUANGAN REPUBLIK INDOMESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTORWILAYAH ... ...

KANTOR PELAYANAMN PAJAK ...

Lembar Ke-1 @ Untuk Wajib Pajak

Lambar Ke-2 © Untuk Motaris/PPAT /Bendaharawan

Lembar Ke-3 @ Untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak

SURAT KETERANGAN BEBAS
i PEMBAYARAN PAJAK PEMGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAL BANGLUNAN

Momor
Tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Pajak....

menerangkan bahwa Wajlh Pajak terschut l:n hawah ini,
Wajib Pajak

NPWP

Alamat

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tanggal .................... Nomor
dibebaskan dari pembayaran Pajak Panghasilan yang bersifat finzl atas penghasilan :[ar| pengalnhan hak
alas tanah dan/atau bangunan dengan alasan penghasilan atas pengalihan hak atas ltanah dan/atau

bangunan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak ... dan Pajak Penghasilan
atas penghasilan tersebul telah dilunasi.

Alamat unit tanah dan/ atau bangunan e R T A e S T R S
Luas tanah dan/ atau bangunan S R

Nilai pengalinan : Rp

vang dilakukan kepada

Mama .

NPWP
Alamat

TR |
l{spala Kdntnr Pelayanan Pajak




LAMPIRAM IV
PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL PAJAK NOMOR
FERZF /PJ/2005 TENTANG PELAKSANAAN KETEMTUAN
PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH MNOWMOR 71
TAHLUM 2008 TEMNTAMG PERUBAHAM KETIGA ATAS
PERATURAM PEMERIMTAH NOMOR 48 TAHUMW 1584
TENTAMG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAM ATAS
PENGHASILAW DaRI PEMGALIHAN HAK ATAS TakaH
DARNATAL BAMNGLUMAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FANTOR WILAYAH . T

KANTOR PELAYANAMN F’AJAK

Momor
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pambayaran Pajak
Penghasilan Yang Bersifat Final Aias Penghasilan Dari Pengalihan Hak
Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Berdasarkan permohonan Saudara fanggal | e, Nomior o pETTDE]

Parmohonan Surat Keterangan Bebas Pembayaran F'ajak Penghasulan Yang EErElfat Final Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Alas Tanah Dan/Alau Bangunan dengan ini diberitahukan bahwa
permohaonan Saudara tidak dapat disetujui, karena :

Demikian untuk dimakiumi




